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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan

atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00

tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1%

secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan

oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi

perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya

perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan

secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami

kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang

yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak

penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang

mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang

bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat

mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua

penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib

Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib

pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

<hr><i>The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises

( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The

results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based

on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross

turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer,

but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation

arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the

difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when

compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers

still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%.

Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax,

that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the

corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of

the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is
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having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash

flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate.</i>


